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ABSTRACT
Legal protection for consumers is important, because without a balance of legal
protection between consumers and business actors causes consumers to be in a
weak position. With the development of e-commerce, online travel agents began to
emerge, one of which was Traveloka. Based on this, the authors propose the
problem of how the legal protection provided by the UUPK to consumers and how
form Traveloka's responsibility as a business actor in the case of unilateral
cancellation of aircraft ticket issuance sold on its website. This study uses a
research method with a type of normative legal research with the nature of
descriptive research and analyzed qualitatively, as well as conclusions based on
deductive mindset. Based on the results of the analysis, the authors do that, legal
protection of consumers has been regulated both preventively and repressively by
Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The form of business
actor's responsibility in the form of a Contractual Liability based on a contract
that has occurred between Traveloka and consumers, therefore Traveloka is
obliged to provide compensation in the form of refunds or replacement of goods
and / or services of similar or equivalent value to a Jakarta-Singapore Jetstar Air
flight ticket based on the determination of the court Number 615 / Pdt.G / 2017 /
PN.Jkt.Brt.
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A. Pendahuluan
Bisnis E-Commerce yang kian berkembang pesat membuat banyak
industri banting setir dalam melakukan pemasaran dan pengembangan nya
dari yang semula konvensional menjadi online, tidak terkecuali bisnis agen
perjalanan. Sekarang dengan banyaknya E-Commerce yang ada, mulai
bermunculan bisnis agen perjalanan online (online travel agent)/OTA. Pada
dasarnya, lingkup bisnis OTA sama seperti agen perjalanan konvensional yang
ada selama ini, tetapi OTA membuka layanan nya dalam basis digital dimana
segala transaksi terkait pencarian informasi, pemesanan, dan pembayaran
dilakukan secara online. Dari beberapa agen perjalanan online yang sedang
popular di Indonesia, salah satunya adalah PT. Trinusa Travelindo Indonesia
atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan situs traveloka.com . Pada
awal konsepnya Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari untuk
membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya, kemudian
pada pertengahan tahun 2013 Traveloka kemudian berubah menjadi situs
reservasi tiket pesawat di mana pengguna dapat melakukan pemesanan di situs
resminya.1 Kendati kegiatan transaksi jual beli online yang semakin mudah
dilakukan oleh konsumen hanya dengan mengandalkan ponselnya, tidak serta-
merta menghilangkan prinsip kehati-hatian konsumen itu sendiri. Produk
barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup manusia
semakin lama semakin canggih sehingga menimbulkan kesenjangan terhadap
kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Oleh karena itu, dalam
kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara
konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang
menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.2
Dilansir dari situs RadarOnline.id , Traveloka yang memiliki basis
operasional di Jakarta tersebut, digugat oleh konsumen karena tidak
menerbitkan tiket pesawat dengan alasan kursi pesawat yang dipesan telah
melebihi kapasitas.3 Kasus ini bermula pada tanggal 3 Maret 2017 sekitar
pukul 10.00 WIB saat penggugat membeli tiket pesawat Jetstar Air tujuan
Jakarta-Singapura untuk penerbangan Jumat, 3 Maret 2017 pukul 16.35 WIB
yang dipesan oleh Staf Penggugat kepada Traveloka. Pada pukul 11.00 WIB
staf Penggugat melakukan pembayaran biaya dengan cara mentransfer ke
rekening Bank BNI atas nama Traveloka. Kemudian setelah pembayaran
selesai dilakukan Penggugat mendapat nomor booking atas pemesanan tiket
pesawat dengan Booking ID 134756040. Setelah itu, pada sekitar pukul 12.00
Wib staf Penggugat ditelepon oleh pihak Traveloka dengan menyampaikan
bahwa pesawat Jetstar Air tujuan Jakarta – Singapura dengan jam
keberangkatan Pukul 16.35 Wib telah melebihi kapasitas, karena kursi pada
jam penerbangan yang dipesan sudah tidak lagi tersedia dan terpaksa harus
membatalkan transaksi tersebut.
1 Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Traveloka (7 September 2018), pukul 19.50 wib.
2 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi
Syariah) Jakarta: Pustaka Baru Press, 2018), h. 15.
3 Diunduh dari https://radaronline.id/2018/04/19/konsumen-gugat-traveloka/ (7 September
2018), pukul 20.00 wib.
Isu masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan
hukum terhadap konsumen dan bagaimana bentuk tanggung jawab PT.
Trinusa Travelindo Indonesia selaku pelaku usaha dalam hal pembatalan
sepihak penerbitan tiket pesawat menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
yuridis-normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan-bahan literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan terkait,
tulisan atau riset penelitian hukum.4 Sifat penelitian yang digunakan adalah
deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan memberikan data yang
seteliti mungkin tentang fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena
alamiah maupun fenomena buatan manusia.5 Data yang dipergunakan adalah
data sekunder dan data primer, sebagai pendukung data sekunder, melalui
wawancara dengan informan yang dinilai memahami konsep atau pemikiran
yang ada dalam data sekunder, sejauh dalam batas metode penelitian
normatif.6 Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data hasil
kepustakaan dan wawancara yang telah dilakukan tersebut di analisis secara
mendalam, holistik, dan komprehensif.7 Dengan metode kualitatif, diberikan
gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan sehingga karena itu lebih
menekankan pada kualitas atau isi dari suatu data, bukan dari kuantitas data
tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni menarik
kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal
yang bersifat khusus.8
C. Pembahasan
C.1 Perlindungan Konsumen atas Pembatalan Sepihak Tiket Pesawat
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia-Press,
1986), h. 42.
5 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press,
2015), h. 10
6 Ibid, h. 12.
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain
atau dari bahan pustaka mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian
yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data primer
diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan konsumen dalam kasus ini yaitu Rolas
Budiman Sitinjak, S.H., M.H.
7 Fakultas Hukum Trisakti, Pedoman Penyusunan Skripsi (Jakarta: Universitas Trisakti,
2015).
8 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016) h. 256.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.9
Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena
lemahnya posisi konsumen jika dibandingkan dengan posisi produsen.
Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur
tangan konsumen sedikit pun. Oleh karena itu, dengan posisi konsumen
yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Hukum perlindungan
konsumen bertujuan secara langsung untuk meningkatkan martabat dan
kesadaran konsumen, dimana secara tidak langsung hukum ini juga akan
mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung
jawab.10
Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan
konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-
hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak. Agar seluruh hak
dari konsumen dapat diperoleh serta terpenuhinya kewajiban dari pelaku
usaha terhadap konsumen dalam hubungannya dengan jual-beli yang
mereka lakukan, maka konsumen yang mendapatkan perlindungan
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen hanyalah konsumen akhir. Adapun yang dimaksud dengan
konsumen akhir menurut Pasal 1 angka (2) UUPK, adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhuk hidup lain
yang mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang
diperolehnya dan bukan untuk kepentingan komersil. Dalam hal ini yang
menjadi konsumen yaitu pembeli dari tiket yang dijual oleh Traveloka,
yakni Rolas Budiman Sitinjak dan Edy Winjaya, mereka lah yang berhak
mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.
Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan
hukum preventif, dan perlindungan hukum represif. Menurut pendapat
Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan
hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu peristiwa atau keadaan
yang merugikan atau tidak diinginkan sehingga perlindungan hukum
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.11
Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dan dituangkan dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban
bagi masing-masing pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen yang
tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor
9 Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Pasal 1 angka 1.
10 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2006), h. 71.
11 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT Bina Ilmu,
1987), h. 25.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya mengenai
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai
dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun
mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai
dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Sementara yang dimaksud dengan perlindungan hukum represif,
adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu
peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan.
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan  suatu
sengketa yang telah terjadi.12 Perlindungan hukum represif ini biasanya
dituangkan dalam bentuk pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang
dapat berbentuk sanksi administratif. Dalam UUPK, perlindungan
hukum represif diatur dalam Pasal 60 UUPK yaitu berupa penetapan
ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) juga
bisa dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62
UUPK yakni berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah),
serta sanksi pidana tambahannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal
63 UUPK, apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran
terhadap hak-hak konsumen.
Dalam kasus pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat yang
dilakukan oleh Traveloka terbukti adanya pelanggaran hak konsumen
karena Rolas Budiman Sitinjak dan Edy Winjaya tidak mendapatkan hak
nya sebagai konsumen atas tiket pesawat yang sudah mereka beli
melalui Traveloka.13 Traveloka secara sepihak membatalkan penerbitan
tiket pesawat dengan alasan bahwa pesawat Jetstar Air tujuan Jakarta-
Singapura dengan jam keberangkatan pukul 16.35 wib tersebut telah
melebihi kapasitas sehingga mereka harus membatalkan pesanan nya
secara sepihak.
Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya telepon masuk dari
Traveloka pada pukul 12.00 wib dengan Customer Service yang
bertugas pada saat itu yaitu Saudari Nia yang memberitahukan bahwa
Traveloka tidak bisa menerbitkan tiket yang telah dipesan atas nama
Rolas Budiman Sitinjak dan Edy Winjaya tersebut.14 Selain itu, terdapat
e-mail yang diterima oleh konsumen15 dari pihak Traveloka yang
berisikan :
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan permasalahan yang
terjadi dikarenakan kursi pada penerbangan yang dipesan sudah tidak
lagi tersedia di pihak maskapai untuk nomor 134756040”
12 Ibid., h. 29.
13 Pelanggaran terhadap Pasal 4 Huruf (c), Pasal 7 Huruf (b), dan Pasal 9 ayat (1) huruf e
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
14 Surat Gugatan yang diajukan oleh konsumen melalui kuasa hukumnya, RBS Law Firm
tanggal Jakarta, 26 September 2017, h. 2.
15 Ibid, h. 4.
Dalam transaksi pemesanan tiket pesawat secara online di situs
traveloka.com , maka lahir hubungan hukum antara konsumen (pihak
yang memesan tiket) dengan Traveloka (penyedia jasa penjualan tiket
penerbangan) yakni hubungan kontraktual.
Hubungan kontraktual tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak
elektronik yang mereka sepakati berupa kontrak baku yang telah
disetujui oleh konsumen ketika mengisi form pembelian tiket pesawat
dalam situs Traveloka. Segala perjanjian didalam kontrak yang telah
disepakati itu lah yang kemudian menjadi dasar perlindungan yang dapat
diberikan kepada Rolas Sitinjak dan Edy Winjaya selaku konsumen. Hal
ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini biasa dikenal dengan
Asas Pacta Sunt Servanda dimana para pihak yang membuat perjanjian
harus tunduk dan menaati perjanjian tersebut layaknya sebuah undang-
undang bagi mereka. Pasal 1338 KUH Perdata juga menyiratkan adanya
prinsip lain selain dari asas yang telah disebut sebelumnya, yaitu Asas
Kebebasan Berkontrak.
Dalam asas kebebasan berkontrak, para pihak diberikan kebebasan
untuk menentukan  sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian, sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan,
serta ketertiban umum. Sahnya perjanjian yang dilakukan oleh
konsumen Rolas Budiman Sitinjak dan Traveloka itu sendiri berdasar
pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan empat syarat sahnya
suatu perjanjian, yakni:
a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kecakapan;
c. Suatu pokok persoalan tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Kedua syarat yang pertama berkaitan dengan syarat subyektif,
sedangkan dua syarat terakhir berhubungan dengan syarat obyektif.
Menurut Subekti,16 pelanggaran syarat subyektif menyebabkan
perjanjian itu terancam untuk dapat dimintakan pembatalannya. Di sisi
lain, bila syarat obyektif tidak terpenuhi perjanjian itu terancam batal
demi hukum.
Terkait dengan kasus, perjanjian yang terjadi antara konsumen dan
Traveloka telah memenuhi segala syarat yang tercantum pada Pasal 1338
dan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu dengan dipenuhinya
ketentuan kedua pasal tersebut, maka perjanjian yang dilakukan oleh
Rolas Budiman Sitinjak dan Edy Winjaya dengan Traveloka tersebut
adalah sah dan mengikat hingga bisa menjadi perlindungan untuk kedua
belah pihak yakni Rolas Budiman dan Edy Winjaya selaku konsumen
dan Traveloka terhitung sejak kedua belah pihak sepakat untuk
mengadakan perjanjian yakni pada tanggal 3 Maret 2017.
16 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 20-21.
Dalam perspektif perlindungan konsumen, berdasarkan Privity of
Contract Theory, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi
konsumen, akan tetapi hal itu baru dapat dilakukan apabila diantara
mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual.17 Hubungan
kontraktual tersebut yang kemudian selanjutnya menimbulkan suatu
prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihaknya.
Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi menurut J. Satrio adalah
suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak
memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat
dipersalahkan kepadanya.18
Menurut Subekti dalam bukunya19, Wanprestasi dapat terbagi
menjadi hal-hal berikut ini, yaitu:
a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan;
c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak tepat waktu
(terlambat) ; dan
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Dengan demikian, maka konsumen tersebut dapat menggugat pelaku
usaha berdasarkan Wanprestasi, karena Traveloka tidak melaksanakan
prestasi nya selaku pelaku usaha dalam menerbitkan tiket pesawat.
Selain dari kontrak jual-beli yang menjadi dasar perlindungan
konsumen Traveloka tersebut, dari perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen dalam kasus pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat
yang dilakukan oleh Traveloka, terdapat beberapa pelanggaran yang
dilakukan oleh Traveloka berkaitan dengan hak-hak konsumen,
kewajiban Traveloka selaku pelaku usaha, dan perbuatan yang dilarang
yang mana diatur dalam UUPK.
Traveloka hanya menawarkan kedua konsumen tersebut agar
mencari sendiri tiket pesawat pengganti dimana selanjutnya konsumen
tersebut bisa mendapatkan penggantian dengan melampirkan nota
pembelian nya kepada pihak Traveloka. Hal tersebut dinilai tidak efisien
dan memakan cukup banyak waktu untuk penumpang yang hendak pergi
untuk urusan bisnis secepatnya ke luar negeri, sehingga kedua konsumen
tersebut menolaknya.20
Dengan ditawarkan serta diiklankannya maskapai penerbangan
Jetstar Air tujuan Jakarta-Singapura pada tanggal 3 Maret 2017 dengan
waktu penerbangan pukul 16.35 wib pada situs Traveloka.com tersebut
artinya Traveloka telah memberikan informasi yang tidak benar
17 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.62.
18 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2001), h. 122.
19 Subekti, Op. Cit., h. 25.
20 Wawancara dengan Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H. selaku konsumen Traveloka,
Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta
9 Januari 2019, pukul 11.30 wib.
mengenai ketersediaan maskapai penerbangan yang bisa mengangkut
penumpang pada waktu yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan
tindakan yang tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal
4 huruf (c) , dan Pasal 7 huruf (b).
Dalam Pasal 4 huruf c UUPK berbunyi “Konsumen berhak atas
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Adapun yang dimaksud dengan “benar” adalah sesuai sebagaimana
adanya serta dapat dipercaya dan cocok dengan keadaan yang
sesungguhnya. “Jelas” mengandung arti yang terang, nyata, ataupun
gamblang. Sementara yang dimaksud “jujur” adalah tidak bohong
ataupun curang mengenai suatu keadaan barang dan/atau jasa.
Dari pasal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Rolas Budiman dan
Edy Winjaya selaku konsumen berhak atas informasi yang sesuai dengan
keadaan yang sesungguhnya, terang dan nyata mengenai tiap detil dari
informasi tersebut serta tidak bohong terlebih curang mengenai
ketersediaan tiket pesawat yang ditawarkan dalam situs Traveloka. Hak
atas informasi yang benar dan jelas ini sangat penting karena
dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar
tentang suatu produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh
Traveloka, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat terhindar
akibat kesalahan dari pencantuman informasi dalam situs Traveloka.
Pasal 7 huruf b UUPK berbunyi “Pelaku usaha berkewajiban untuk
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan”. Pasal ini merupakan kewajiban dari
pelaku usaha. Traveloka diwajibkan untuk memberikan informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai tiket yang dijual pada situs mereka. Jika
memang tiket untuk suatu tujuan penerbangan sudah habis, seharusnya
sistem Traveloka juga tanggap dan responsif dalam melakukan
penyesuaian bahwa tiket pesawat untuk tujuan penerbangan tersebut
sudah tidak lagi tersedia. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan kasus,
Traveloka sebagai pelaku usaha telah melanggar Pasal ini dengan tidak
memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar, jelas
dan jujur terkait dengan kondisi dan ketersediaan tiket yang dijual dalam
situsnya.
Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK berbunyi “Pelaku usaha dilarang
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa
secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut
tersedia”. Dalam kasus ini, Traveloka menawarkan serta mengiklankan
tiket pesawat Jetstar Air seolah-olah bahwa tiket tersebut masih tersedia.
Hal ini dapat dilihat dari sistem pada Traveloka yang menunjukan bahwa
tiket pesawat Jetstar Air dengan rute penerbangan Jakarta-Singapura
pukul 16.35 wib masih tersedia untuk dibeli oleh calon konsumen nya,
dan belum ada tanda bahwa kursi pada penerbangan tersebut sudah
terjual habis. Maka dapat dikatakan Traveloka telah melanggar Pasal 9
ayat (1) huruf e UUPK dengan menawarkan barang dengan kondisi yang
seolah-olah ada untuk dipesan konsumen.
Pelanggaran selanjutnya yang dilakukan oleh Traveloka ialah hak
konsumen sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 huruf (h) Jo. Pasal
7 huruf (g) UUPK. Pasal 4 huruf h UUPK menyebutkan “konsumen
berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Rolas Budiman dan Edy
Winjaya selaku konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi
ataupun ganti rugi dari Traveloka atas pembatalan sepihak penerbitan
tiket pesawat yang dilakukan oleh Traveloka kepada mereka. Hak atas
ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah
menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan jasa yang
tidak memenuhi harapan konsumen.
Kemudian pada Pasal 7 huruf g UUPK menyebutkan “Pelaku usaha
berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.
Pasal 7 huruf g UUPK ini mengatur tentang kewajiban dari
Traveloka selaku pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi serta
kompensasi yang dikarenakan oleh pembatalan sepihak tersebut.
Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Rolas
Budiman selaku konsumen dalam kasus ini, dikatakan setelah gagal
terbang dengan menggunakan pesawat Jetstar Air, Traveloka memang
menawarkan diri untuk memberikan kompensasi, akan tetapi
kompensasi yang ditawarkan oleh pihak Traveloka adalah hanya sebesar
penggantian seharga tiket pesawat yang telah dibayarkan pada situsnya.
Traveloka juga menyuruh konsumen untuk mencari sendiri maskapai
penerbangan lain yang sekiranya dapat digunakan konsumen pada
tanggal 3 Maret 2017 sebagai pengganti dari Jetstar Air yang selanjutnya
biaya tiket pengganti akan ditanggung oleh Traveloka dengan catatan
konsumen melampirkan bukti pemesanan tiket pengganti tersebut.21
Rolas lantas keberatan dengan kompensasi yang ditawarkan oleh
pihak Traveloka dan menolak tawaran tersebut, karena jadwal
penerbangan yang diinginkannya adalah waktu yang sama seperti
dengan jadwal penerbangan menggunakan Jetstar Air sebelumnya, yakni
pukul 16.35 wib karena tujuan nya sedari awal dengan Edy Winjaya
adalah untuk bertemu dengan calon klien mereka pada pukul 21.00
waktu setempat Singapura. Dalam kasus ini, akhirnya Rolas Budiman
dan Edy Winjaya memutuskan untuk menggunakan maskapai
21Wawancara dengan Rolas Budiman Sitinjak S.H., M.H. selaku konsumen Traveloka, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta 9
Januari 2019, pukul 11.30 wib.
penerbangan lain dengan membeli tiket secara langsung di counter
Garuda Indonesia di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan Traveloka telah
melanggar Pasal 4 huruf (c) UUPK, sehingga dapat dikatakan Traveloka
tidak melaksanakan kewajiban nya selaku Pelaku Usaha dalam Pasal 7
huruf (b) UUPK karena Traveloka tidak memberikan informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai informasi ketersediaan tiket pesawat
dalam situsnya. Traveloka juga melanggar Pasal 4 huruf (h) UUPK dan
tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pelaku Usaha dalam Pasal 7
huruf (g) UUPK karena Traveloka tidak memberikan kompensasi, ganti
rugi, dan/atau penggantian karena jasa yang diterima oleh konsumen
Rolas Budiman dan Edy Winjaya tidak sesuai dengan apa yang
diperjanjikan.
Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus ini sudah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, yang tercantum pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7
mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, kemudian
Pasal 9 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam hal
ini perlindungan tersebut merupakan perlindungan secara preventif.
Untuk perlindungan secara represif, adanya pemberian sanksi telah
diatur dalam Pasal 60 UUPK yang menyatakan:
(1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang
menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang
melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan
Pasal 26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-
undangan.
Selanjutnya untuk penyelesaian sengketa, menurut Pasal 45 UUPK,
setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen
dengan pelaku usaha seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Penyelesaian sengketa ini menurut Pasal 45 ayat (2) UUPK dapat
ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan
sukarela para pihak yang bersengketa.
Dalam kasus ini, Rolas Budiman Sitinjak yang juga menjabat
sebagai Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional memilih
untuk menggugat Traveloka ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat
berdasarkan Surat Gugatan Nomor 615/Pdt.G/2017 tertanggal 26
September 2017 yang dilayangkan oleh kuasa hukumnya, yaitu Tambos
Athur Sidauruk, S.H. beserta segala rekannya dari Law Firm RBS &
Partners. Adapun dalam gugatannya berisikan petitum yang diantaranya
untuk menghukum Traveloka selaku tergugat untuk membayar ganti
kerugian materil sebesar Rp. 5.358.039,- (lima juta tiga ratus lima puluh
delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah) serta kerugian immaterial yang
dialami oleh Penggugat akibat hilangnya biaya jasa hukum yang akan
diterima oleh Penggugat dari calon klien Penggugat terhadap
penanganan perkara yang akan ditangani sebesar Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) beserta biaya jasa hukum pengacara yang
digunakan oleh penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
sehingga total kerugian immaterial nya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga
ratus lima puluh juta rupiah).
Sedangkan Edy Winjaya memutuskan untuk membuat laporan
pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Tugas
dari BPKN adalah memberikan nasihat kepada pemerintah tentang
perlindungan konsumen, menerima pengaduan, serta melakukan kajian
dan penelitian.22 Berdasarkan laporan yang diajukan Edy Winjaya
kepada BPKN ini akhirnya didapatkan fakta bahwa masalah yang terjadi
dalam kasus pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat ini murni
karena kesalahan dari sistem Traveloka. Dalam menjalankan tugasnya,
setelah menerima pengaduan dari konsumen terkait, BPKN kemudian
melakukan kajian serta penelitian terkait dengan kasus tersebut. Pihak
BPKN yang hadir mengikuti jalannya salah satu agenda persidangan
dimana pihak Jetstar Air selaku maskapai penerbangan memenuhi
panggilan untuk memberikan keterangannya. Jetstar Air memberikan
pernyataan bahwa mereka tidak menemukan nama kedua konsumen
(Rolas Budiman dan Edy Winjaya) dalam daftar penumpang mereka
untuk tujuan penerbangan Jakarta-Singapura pukul 16.35 wib pada
tanggal 3 Maret 2017. Sehingga Jetstar Air tidak mengetahui sama sekali
masalah yang terjadi terkait dengan kasus.
Dari keterangan yang diberikan oleh pihak Jetstar Air ini, BPKN
kemudian melakukan pengkajian dan mengambil kesimpulan bahwa
kesalahan yang terjadi atas gagalnya Rolas dan Edy adalah murni
kesalahan dari sistem Traveloka selaku penyedia jasa pembelian tiket
pesawat tersebut.
C.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Traveloka)
Bentuk pertanggung jawaban seorang pelaku usaha terhadap
konsumen tergantung pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen
itu sendiri. Jika pelaku usaha berhubungan langsung dengan konsumen
semisal kontrak jual-beli maka jika pelaku usaha melakukan kesalahan
menyalahi kontrak yang sudah disepakati, maka konsumen dapat
meminta pertanggungjawaban dalam bentuk wanprestasi (ingkar janji).
Namun jika antara pelaku usaha dengan konsumen tidak ada hubungan
kontraktual maka apabila pelaku usaha menyalahi hak-hak konsumen
dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh konsumen, maka
22 Wawancara peneliti dengan Rolas Budiman Sitinjak selaku Konsumen Traveloka, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta 9
Januari 2019, pukul 11.30 wib.
konsumen dapat meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha
dalam bentuk tort (perbuatan melawan hukum).23
Berdasarkan The Privity Of Contract Theory, pelaku usaha
mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen yang mana hal itu
baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin hubungan
kontraktual.24
Dalam perspektif perlindungan konsumen, terdapat 4 (empat) jenis
bentuk tanggung jawab pelaku usaha yaitu, Contractual Liability
(tanggung jawab kontrak) , Product Liability (tanggung jawab produk) ,
Professional Liability (tanggung jawab professional) , dan Criminal
Liability (tanggung jawab pidana).25
Pada kasus ini, para pihak seharusnya bertanggung jawab secara
kontrak (Contractual Liability) atau tanggung jawab perdata yang
berdasar pada perjanjian dari Traveloka selaku pelaku usaha atas
kerugian yang dialami oleh konsumen dalam memanfaatkan jasa yang
diberikannya. Dalam situs Traveloka, konsumen telah setuju untuk
menundukan diri pada aturan baku yang telah dibuat oleh Traveloka
dalam situsnya dengan mencentang kolom syarat dan ketentuan jual-beli
tiket pesawat tersebut. Dengan demikian, maka setujunya kedua
konsumen (Rolas dan Edy) tersebut pada ketentuan dalam website
Traveloka menyebabkan segala ketentuan yang ada pada kontrak jual-
beli tiket pesawat tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak.
Adapun mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal
19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Merujuk pada ayat (1) dan (2) Pasal 19 UUPK tersebut, dengan
dirugikannya Rolas Budiman dan Edy Winjaya maka Traveloka harus
bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya dengan harga tiket pesawat Jetstar Air
tersebut.
Apabila Traveloka menolak atau tidak memberikan tanggapan untuk
memberikan ganti rugi kepada kedua konsumen, maka konsumen dapat
23 Aulia Muthiah, Op.Cit., h. 79.
24 Shidarta, Op.Cit., h. 52.
25 Gunawan Widjaja, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2003) h. 45-46.
mengajukan gugatan kepada Traveloka sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 23 UUPK yang menyatakan “pelaku usaha yang menolak dan/atau
tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas
tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat
kedudukan konsumen.” Selain itu, Traveloka juga bisa mendapatkan
sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 60 UUPK.
Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015
tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management)
Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia,
menurut Pasal 2 Permenhub 89/2015 keterlambatan penerbangan pada
badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari:
a. Keterlambatan penerbangan (flight delayed);
b. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat
udara (denied boarding passenger);
c. Pembatalan penerbangan (cancelation of flight)
Oleh karena itu, dalam hal terjadi pembatalan penerbangan
(cancelation of flight) Badan Usaha Angkutan Udara wajib memberikan
kompensasi dan ganti rugi kepada penumpangnya. Kompensasi yang
wajib diberikan Badan Usaha Angkutan Udara akibat pembatalan
penerbangan itu terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Permenhub
89/2015 yang mengatakan “keterlambatan kategori 6 (pembatalan
penerbangan), badan usaha angkutan wajib mengalihkan ke penerbangan
berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket).”
Selanjutnya Pasal 10 Permenhub 89/2015 menyatakan:
(1) Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan pengembalian
seluruh biaya tiket (refund ticket) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf f dan g, apabila pembelian tiket dilakukan melalui
transaksi tunai maka badan usaha angkutan udara wajib
mengembalikan secara tunai pada saat penumpang melaporkan
diri kepada badan usaha angkutan udara.
(2) Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan pengembalian
seluruh biaya tiket (refund ticket) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf f dan g, apabila pembelian tiket dilakukan melalui
transaksi non tunai melalui kartu kredit, maka badan usaha
angkutan udara wajib mengembalikan melalui transfer rekening
kartu kredit selambat-lambatnya 30 hari kalender.
(3) Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan pengalihan ke
penerbangan berikutnya atau penerbangan milik badan usaha
niaga berjadwal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf
f dan g, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk
peningkatan kelas pelayanan (up grading class) atau apabila
terjadi penurunan kelas atau sub class pelayanan wajib diberikan
sisa uang kelebihan dari tiket yang diberi.
Jadi, dalam kondisi penumpang mendapat pembatalan penerbangan
sebagaimana kasus yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka
menurut Permenhub 89/2015, Rolas Budiman dan Edy Winjaya berhak
dipindahkan ke penerbangan lain (mendapat tiket penerbangan lain),
atau mendapat kompensasi berupa pengembalian seluruh biaya tiket
(refund ticket).
Terkait dengan kasus, dalam agenda sidang yang berjalan di
pengadilan, dalam proses mediasi kemudian tercapai kesepakatan bahwa
Traveloka akan memberikan ganti rugi material sesuai yang diajukan
konsumen dalam gugatannya.
Traveloka kemudian pada akhirnya memberikan ganti rugi sebesar
Rp. 5.358.039,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh
sembilan rupiah) dan meminta maaf atas kerugian yang dialami oleh
Rolas Budiman dan Edy Winjaya. Selanjutnya, dengan tercapainya
kesepakatan dalam mediasi antara konsumen dengan Traveloka dan
diberikannya ganti rugi  tersebut, konsumen akhirnya melakukan
permohonan pencabutan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Barat. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim
berdasarkan Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Brt.
D. Kesimpulan dan Saran
D.1 Kesimpulan
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus
pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat yang dilakukan oleh
Traveloka sudah diatur dalam bentuk preventif dan represif. Bentuk
perlindungan preventif tercantum pada Pasal 4 huruf (c), Pasal 7
huruf (b), Pasal 9 ayat (1) huruf e, Pasal 4 huruf (h), dan Pasal 7
huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk perlindungan represif
sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK berupa pemberian ganti rugi dan
Pasal 60 UUPK yakni berupa sanksi administratif berupa penetapan
ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- serta sanksi pidana
tambahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPK, jika pelaku
usaha terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.
2. Bentuk tanggung jawab Traveloka selaku pelaku usaha dalam kasus
pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat ini didasarkan pada
Contractual Liability atau tanggung jawab perdata yang berdasar
pada perjanjian dari Traveloka selaku pelaku usaha atas kerugian
yang dialami oleh konsumen akibat mengonsumsi dan/atau
memanfaatkan jasa yang diberikannya. Oleh karena itu, Traveloka
wajib memberikan ganti kerugian berupa pengembalian uang, atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
dengan harga tiket pesawat Jetstar Air yang telah dibeli oleh
konsumen Rolas Budiman dan Edy Winjaya tersebut sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika
berdasarkan kasus tersebut, Traveloka tidak memberikan ganti rugi
sebagaimana mestinya kepada konsumen, maka Traveloka  dapat
digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
menurut Pasal 23 UUPK serta dapat dijatuhkan sanksi administratif
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UUPK.
D.2 Saran
1. Traveloka sebagai salah satu situs penjualan tiket perjalanan online
terbesar di Indonesia seharusnya memiliki standar pelayanan yang
baik dan berorientasi kepada keamanan, kenyamanan dan
perlindungan konsumen. Diharapkan agar kedepannya Traveloka
mampu mengoptimalkan sistimnya agar tidak terjadi kesalahan yang
sama di kemudian  hari sehingga dapat meningkatkan kepercayaan
dari konsumennya.
2. Konsumen diharapkan agar lebih teliti sebelum membeli barang
dan/atau jasa, serta lebih bijak untuk memahami hak-haknya sebagai
konsumen. Sebelum melakukan pembelian apapun terkait barang
dan/atau jasa, konsumen sebaiknya melakukan pengecekan terlebih
dahulu kepada pelaku usaha mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan barang dan/atau jasa tersebut guna menghindari kesalahan.
Konsumen juga harus lebih berani untuk berbicara dan melawan
apabila merasa hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha. Jadi,
apabila hak konsumen dilanggar maka konsumen dapat
memperjuangkan nya baik dengan jalur pengadilan yaitu dengan
mengajukan gugatan kepada Pengadilan  Negeri atas kerugian
material maupun immaterial yang dirasakan ataupun dengan jalur
luar pengadilan seperti membuat dan melaporkan pengaduan kepada
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Akan tetapi konsumen
juga harus mencermati gugatan yang ia sampaikan, tuntutan ganti
kerugian yang haruslah sewajarnya dan tidak boleh dimaksudkan
untuk mencari keuntungan.
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